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BUPATT BANGEL

bahwa untuk melaksanakan hetentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 13 Fahan 2000, enting Pedonian Pengelolaan Keuangan
Pacrah perlu menctaphan Peraturan Bupati tentang Penyetoran Penerimaan
Dalam Dacrah Yang Karena Geogralis Sulit Diijangkau Dengan Komunikasi
Jdan ransportasi:

balnvear berdasarhan pertimbangan sehagaimana dimaksud  huruf a periu
menctaphan Peraturan Bupati rentang Penvetoran Pencrimaan Dalam Dacrah
Yang Narena Kondisi Geowratis Sulit Dijangkaa Dengan Komunikasi dan
Transportas:

Undang-tUndang Nomor 09 Tahun 1938 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah Dacrah-dacrah Tingkat 1 Bali. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1633):

Undang-Undang Nomor T Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 32 Fabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(hembaran Negara Repubiik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repablih Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
divbah beberapa kalic terakhiv dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pertbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dacral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 39, Lambahan embaran Negara Renublik Indonesia Nomor
4844):

4
Undang-Undang Nomor 33 fahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat Jdan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republih Indonesias Tahon 2004 Nomaor 126, Tambahan l.emb:u'z\nANcguru
Republik Bdonesia Nomor 4138
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Menctaphan

(.

Undang-Undang Nomor 12 Fahun 2001 1entang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesin: Tahun 2011
Nomor 82, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378):

Peraturan Mentert Dakam Negert Nomor 13 Tahan 2000 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tabhun 2011
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalim Negeri. Nomor 13
Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangen Dacrah (Berita Negara
Repubhih Indonesia Faban 2011 Nomor 310):

Peraturan Dacrah Kabupaten Bangli Nomor 8 “Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yangs Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bangeli Tabun 2008 Nomor 8. Tambahan
Eembaran Dacraly Kabupaten Bangli Nomor 7):

MENUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATL TENTANG  PENYETORAN  PENERIMAAN
DALANM DAERALL YANG KARENA KONDISE GEOGRAFL SULTT
DUANGRAU DENGAN KOMENIKASTDAN TRANSPORTASL.

BAR
NETENTUHAN TNV

IPasal 1

Padam Permtoran Bupati i vang dimakesod dengan

Y

Bupat adatab Bupan Bangel,
Dacrah adalah Dacrali Kubupaten Bang .
Pemerintah Dacrab adalaly Pemcerintah Kabupaten Baneli,

Desa atan yvang (li.\'\chul dengan mama Laing selanjutnya disebut desa adalah
hesataan masyarakat hukam sang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
mengatar dan mengurus urasan pemerintah s dan kepentingan masyarakat
setempat memrnt prakaesa sendine berdasarkan aspivasi: masyarakat adalah
Sistem \c.g:n'n KNesatin Repubhih Indonesia.
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Dacrah Geogratis Sulit dijanghan denvan komunikasi dan transportast adalah

selurah desardiwiliyah Dacrah Kobupaten Bangli,

Sutwan Kerjas Peranghar Dacrah vang sehnjuinya disinghat SKPD  adalah
poraehat daerah pada pemerintd daerah seliahu Pengeuna angearan/ pengguna

baran.

Natuan Kera Pengeloln Kewamngan Dacrah vang selimjutva disingkat SKPKD

adalah peranghin dacrah pada pomermtah dacrah seliako penggun anggaran’

penseuna bavang. sane juea mebidesioihan pengclolivm keuangan daerah.,

Bendaharie Pencrimaan adalah pojaban fungsional  yang  ditunjuk — untuk

MCNCFINGL meny impan. menyctors memtausahakan,  dan mempertanggung

Jawabkan wang pendapatin dacrah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

Uit Kerja adalah bagian dari SKPDD vimg melaksimakan satu atau beberapa
program.

Nas oam Dacrah sudalah tempat penyimpanan wang dacrah vang ditentukan
ofeh hepaka daerah untok memmpunge sclurah penerinmcan dacrah dan digunahan
untuk membasar selurah pengeluaean dacrah,

Rekening Kas Umum Dacrah adalal rehening tempat penyvimpanan uang dacrah
vang ditentukan oleh kepala dacrah untul menampung selurah penerimaan
dacrah dan digunakan untuk membavar selurah pengeluaran daerah pada bank
yang ditetaphan,

Penerimaan Dacrah adalah tange vang masuk ke Kas daerah.

Pendapatan Dacrah adalah hak pemerintah dacrah vang diakui schagai
penambah nilai kekavaan bersih,

Pajak Dacrah. vang scelanpuinya disebut Pajak. adalah kontribusi wajib pajak
kepada Dacrah vang terutang oleh orang pribadi atan badan vang hersift
memaksa berdasarkin Undang-{ dang. dengim tidak mendapat imbalan secara
kingsung  dan digunakan  uniuk hepertuan dacrah hagi sehesar-besarnya
Kemakmuran rakyat,

Retribusi Dacrah, vang selainjumya disebut Retribusi. adalah pungutan Dacrih
sebagai pembazaran s BNt pemberian izin terlentu yving  khusus
disediakin dan-ati diberikan oleh Pemerintah Dacrah untuk Kepentingan orang
pribadi atau badan,

Potugas Pungur adatah peiabat fungsional atau petugas sebutan fain vang
ditunjul Bupati atan pejalyn yang s herwening untuk memungut pajak atau
retrbusi,
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Pasal 2

Nistem dan prosedur pemyctorin penerinian dacrah vang karena  kondis;j
geogralis sulit dignghan dengan komunikasi dan transportasi mencangkup
sclurah vimghaion, proses vang harus ditaksanakan dalam  penerimaan,
Penatansahakan, dan melaporkan penerimann Dacrah oleh  SKPD dan Unit
Nerja SKID divvilayah Desq,

Penyetoran Pencriniaan Pacrah sebasaimang dimaksud ayat (1) meliputi ;

dooseluruh peneringin Retribsg Fempat Rekreasi dan Olal Raga vang berada
diwilinvaly Desq yang dipuneut oleh petugas pungut, kecuali obyek wisat
Hatar,

heoselorah penerimaan Retibust Pasur Yang berada divilayah Desa masing-
Masing Kecamatan Nintimant. Kecamanan Susul dan Kecamatan Tembuku

yane dipungut olel petugis punga:

cooselurahy penerininan Pajak Nineral Bukan Logam dan Batuan yang berada
divilanal Desy Masmg-masing Necamatan Kintanani yang dipungat oleh

PN panya;

doselinah pencimuen, Retrboa Pelayanan Neschatan Puskesmas Pembantu
Yany berada diselural Nabuparen Bangli vang dipungut oleh petugas
Pelvanim Pushesms Pembanig Mg penerimiannya - disetorkan NG

Pushesimis:

v penering Netribust el anan Kesehatan Puskesmas dan hasil

PenCrLm Poashesimnas Pembantu vang ada discluruh Nabuputen Bangli:

L scluruh Penerinian jasa usahi lalg lintas air sungai dan penyeberangan yang
herada divvilavah Danau B yang dipungut oleh petugas pungut; dan

Sooselurul penerinaan Retribusi Parkir yang berada divvilayah Kecamatan
Susuls N ecaniion Fembohu dan Necamaan Nintamani yang dipungut oleh
Petueas pungat,
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BAB I

PENYETORAN

Pasal 3
’

Penvetoran sebagaimana dinmaksad pasal (2) disetorkan sesuai tabel :

Pencrimaan Dar

R

Retribust Tempat Rekreasi dan
Olah Raga yang ada disvilayvah

- Desivyang dipungut petugas

pungul. hecuadi oby ek wisata

— e e s,

D Batur
il

- Retribusi Pasar yang berada

dinilayah Desa masing-masing

Kecamatan Kintamani.
Necamatan Susut. Kecamatan
Tembuku, yang dipungut olch

phatugas pungut

Pajak Mincral Bukan Logam
dan Batuan yang berada
divvilay ah Kecamatan

CRintamani yang dipuneat oleh

CPelugas pungil

Retribusi Pelavanan Keschatan

Pushesmas Pembanta vang
berada diwilavah Desa
discluruh Kabupaten Bangli

Cvang dipungat oleh petagas

pungul Pelayinan Puskesmis
Pembantu

Retribusi Pelayanan Keschatan
dan hasil penerimaan
Puskesmas Pembantu v,
berida diseluruh Kabupaten
Bangeh

Chesacasalba Tala Fingas airosieai.

- dimnan dan penveberangan

Jiwilayah Danan Batur vang
dipungut oleh petugas pung s

Retribust Parkir di Kecanmtan
Susut, Kecamatan Fembuhu
dan Kecamatan Kintunani
vang dipunguat oleh petugas
pungut

... Disetor Ke

~

3
Bendahara Pencrimaan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bangli

Bendithara Penerimaan
Dinas Pendapatan/Pasedahan
Agung Kabupaten Bangli

Bendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan/Pasedahan
L Azung Kabupaten Bangli

Boendahara Pembantu
Paskesmas

Bendahara Pencrimaan
Dinas Keschatan Kabupaten
Bangli

Boendahara Penerimaan
CDinas Perhubungin,
Namumthasi dan Intormatihe
Kabupaten Bangli

Bendahara Pencerimaan
Dinas Perhubungan.
Nomunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangli

Waktu Paling
Lama

4

7 hari kerja
L e

5 hari kerja

7 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

7 hari ke

7 hari kerja
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Pasal 4

Bendahara penerimaan  wajib  menyvelenggarakan  penatausahaan terhadap

-
<

seluruh penerimuan dan penyctoran atas permintaan  yang menjadi tanggung

Jawabnya.

®
Penatausahaan atas - penerimaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)

menggunakan ;

&

Ao buku kas umum: .

b. buku pembantu perineiim objek pencrimaan: dan
¢, buku rekapitulasi penerinmaan harin.

Bendahara penerimaan dalany melakuhan penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan

A surat ketetapan pajak dacrah (SKP-dacrah):
b, suwrat ketetapan retribusi (SKR ).

¢ osural nda setoran (S1S);

doosurat tnda bukti pembayarn; dun

¢ bukti penerinian ko vang sah,

Bendahara penerimann pada SKIPD - wajib mempertangeungjawabkan  secar
admmistratil atas pengetolaan tang vang menjidi tinggungjawabnya dengan
menyimpan - lporan pertngeungjawaban pencrimaan - kepada  pengguna
anggaran/kuasa pengeana anvearan melalui PPRK-SKPD paling Tambat tanggal
FO bulan berikutnya,

Bendahara penerimaan padic SKPD wajib mempertigegungjawabkan  secara
fungsional atas pengelolan uang vang menjadic anggungjawabnya  dengan
menyimpan laporan  pertianggungiawaban penerimaan Kepada PPKD sclaku
BUD pating lambai tanggal 10 buian berikutnya,

Laporan pertanggungianwaban penerimaan sebagainana dimaksud pada avat (4)
danayat (3) dilampiri denean

a. buku kas wmum:

b. buku pembantu per incian objek penerimaan:
¢. buku rekapitulasi pencrimaan harian: dan

d. buku peneriman fainnya vang sah.

PPK seluku BUD melakakan verifikasi. evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara pencrimaan pada SKPID scbagaimana dimaksud
pada avat (5).

Verilikasi. eviduasi din analisis sebagaimana dimaksud pada avat (7) dilakukan
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan,

Mekanisme dan tatacara eritihasi. evaluasi dan analisis scbagaimana dimaksud
pada ayat (8).
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(10) Format buku kas umum. buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku
rekapitulasi penerimaen harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Format surat ketetapan pajak dacrah. surat ketetapan retribusi, surat tanda
setoran. dan surat tanda bukti pembavaran sebagaithana dimaksud pada ayat (3).

(12) Format laporan  pertanggungjawaban  bendahara  penerimaan  sebagaimana
dimaksud padaavat ).

BAI IV
PENUITUIP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berlaku scjak tanggal 1 kanuart 2012

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Dacraly Kabupaten Bangli,
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Diundangkan di Bangli
pada tanggal- 117 Me”i 2012
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